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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “negara 

Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini mempertegas kepada seluruh warga negara 

Indonesia bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kata “negara” mempunyai dua arti    

yaitu :  

• Arti pertama, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan suatu kesatuan 

politis;  

• Arti Kedua, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang 

menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu. 

Dalam ilmu politik, istilah “negara” adalah alat (agency) dari masyarakat yang mempunyai 

kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan 

menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.1 Sedangkan arti hukum adalah 

aturan yang selalu ada dimanapun kita berada, hukum di suatu negara biasanya berbeda 

dengan hukum di negara lainnya. Suatu negara juga memiliki hukum adat yang berbeda, 

hukum adat adalah hukum yang terlahir dari kebudayaan suatu suku bangsa. Plato 

mengatakan bahwa hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun 

baik yang mengikat hakim dan masyarakat. Menurut E. Utrecht, “hukum adalah himpunan 

petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat 

 
1 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1998), hlm. 38. 
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yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan 

tindakan dari pihak Pemerintah dari masyarakat itu”. Lebih jauh, Mochtar Kusumaatmadja 

berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat, 

karena :2  

1) Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih 

menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan 

yurisprudensi (khususnya putusan the Supreme Court) pada tempat lebih penting.  

2) Konsep hukum sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda 

dengan penerapan “legisme” sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia 

Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk 

menolak penerapan konsep seperti itu.  

3) Apabila “hukum” di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum 

sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini 

diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.  

Negara hukum atau memiliki istilah rechtsstaat atau the rule of law merupakan 

negara yang dalam menjalankan suatu tindakan berdasarkan pada hukum yang berlaku 

maka jika ada seseorang yang melanggar aturannya akan mendapatkan suatu hukuman 

karena dianggap melanggar hukum. Indonesia sebagai negara hukum harus memenuhi 

konsep negara hukum yang merupakan suatu negara yang menganut asas demokrasi bukan 

negara kekuasaan yang otoriter. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos (rakyat) dan 

cratein (Pemerintahan) artinya Pemerintahan rakyat.3 Negara hukum yang bertumpu pada 

sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis (democratische 

 
2 Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan, (Jakarta: CV Utomo, 2006), hlm. 415. 
3 A. Mukti Fadjar, Tipe Negara Hukum, (Malang: Bayumedia, 2004), hlm. 61. 
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rechtsstaat), karena di dalamnya mengakomodasikan prinsip-prinsip negara hukum dan 

prinsip-prinsip demokrasi, yaitu :4  

Ilmu hukum mengakui adanya prinsip-prinsip negara hukum sebagai berikut : 

1) Asas legalitas, pembatasan kebebasan warga negara (oleh Pemerintah) harus 

ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. 

Kemauan undang-undang itu harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari 

tindakan (Pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan 

yang tidak benar, pelaksanaan wewenang oleh organ Pemerintahan harus 

dikembalikan dasarnya pada undang-undang tertulis, yakni undang-undang formal; 

2) Perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM); 

3) Keterikatan Pemerintah pada hukum; 

4) Monopoli paksaan Pemerintah untuk menjamin penegakan hukum; dan 

5) Pengawasan oleh hakim yang merdeka dalam hal organ-organ Pemerintah 

melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan hukum. 

Sedangkan, prinsip-prinsip demokrasi adalah : 

1) Perwakilan politik 

Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat hukum yang 

lebih rendah diputuskan oleh badan perwakilan, yang diisi melalui pemilihan umum; 

2) Pertanggungjawaban politik 

Organ-organ Pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung 

secara politik yaitu kepada lembaga perwakilan; 

3) Pemencaran kewenangan 

 
4 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 8-10. 
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Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ Pemerintahan adalah 

kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan-badan publik itu harus 

dipencarkan pada organ-organ yang berbeda; 

4) Pengawasan dan kontrol (penyelenggaraan) Pemerintahan harus dapat dikontrol; 

5) Kejujuran dan terbuka untuk umum; dan 

6) Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan. 

Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia mengakui dan melindungi hak 

asasi manusia serta peradilan yang tidak memihak dan bebas berlandaskan konstitusi. 

Konstitusi berfungsi dalam mempertahankan stabilitas dan keberlangsungan struktur 

politik dan hukum serta prinsip dasar yang menjadi pedoman serta diformulasikan dalam 

bentuk tertulis. Menurut Carl Schmitt konstitusi dibagi menjadi 3 (tiga), yakni : 

1) Konstitusi dalam arti absolut, dimana konstitusi dianggap sebagai kesatuan organisasi 

yang mencakup semua bangunan hukum dan organisasi-organisasi di dalam negara. 

2) Konstitusi dalam arti relatif, dimana konstitusi dimaksudkan sebagai penghubung 

antara kepentingan satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. 

3) Konstitusi dalam arti positif, di mana konstitusi dihubungkan mengenai ajaran tentang 

keputusan. Konstitusi dalam arti positif mengandung arti sebagai keputusan politik 

tertinggi yang berhubungan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan. 

Konstitusi negara Indonesia, yaitu UUD 1945 sebagai sumber hukum formil 

merupakan hukum dasar tertulis yang mengatur masalah kenegaraan, juga merupakan 

dasar bagi ketentuan hukum lainnya. Melalui UUD 1945 ini mengalir peraturan-peraturan 

pelaksana yang menurut tingkatannya masing-masing merupakan sumber hukum formil. 

Landasan konstitusi berguna bagi para penyelenggara negara dalam memberikan arahan 
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serta tujuan yang jelas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, konstitusi 

merupakan hukum dasar tertinggi dan dinobatkan sebagai negara hukum yang demokratis. 

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah hukum tertinggi (supreme law) yang harus 

ditaati baik oleh rakyat maupun oleh alat-alat perlengkapan negara.5 Negara menempatkan 

hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam 

segala bentuknya yang dilakukan di bawah kekuasaan hukum sehingga hukum sebagai urat 

nadi dalam seluruh aspek kehidupan. Menurut A. Hamid S. Attamimi negara hukum 

(rechtsstaat) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar 

kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya 

dilakukan dibawah kekuasaan hukum.6 Dengan demikian, Indonesia sebagai negara hukum 

memiliki ciri-ciri “rechtsstaat” dengan adanya unsur-unsur sebagai berikut : 

1) Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang 

hubungan antara penguasa dan rakyat; 

2) Pemisahan kekuasaan negara yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang 

yang berada pada parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, dan 

Pemerintah mendasarkan tindakannya atas undang-undang; 

3) Diakui dan dilindunginya hak-hak rakyat. 

Dalam penyelenggaraan negara hukum, harus dibangun suatu sistem hukum nasional      

yang :7 

1) Bertujuan untuk menjamin integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun 

secara teritorial; 

 
5 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 105. 
6 A. Hamid S. Attamimi, Teori Perundang-undangan Indonesia, (Jakarta: Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Guru Besar 

Tetap di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992), hlm. 8. 
7 Moh. Mahfud M. D., Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), hlm. 19. 
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2) Berdasarkan atas kesepakatan rakyat baik diputuskan melalui musyawarah mufakat 

maupun pemungutan suara, dan hasilnya dapat diuji konsistensinya secara yuridis 

dengan rechtsidee; 

3) Bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial; 

4) Bertujuan untuk mewujudkan toleransi beragama yang berkeadaban, dalam arti tidak 

boleh mengistimewakan atau mendiskriminasikan kelompok-kelompok atau 

golongan-golongan tertentu. 

Negara hukum, konstitusi, dan demokrasi adalah suatu kesatuan yang tidak 

terpisahkan dalam menuju pembangunan negara yang menjunjung tinggi konstitusi dan 

demokrasi bersumber pada hukum. Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut 

KBBI) mendefinisikan pengertian demokrasi sebagai bentuk atau sistem Pemerintahan 

yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Menurut 

KBBI, demokrasi juga merujuk pada gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan 

persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. 

Demokrasi adalah sistem Pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat dan 

dijalankan oleh mereka secara langsung atau melalui pemilihan bebas. Bonger berpendapat 

bahwa demokrasi dibagi menjadi 2 (dua) aspek yaitu pengertian secara formal dan materil. 

Demokrasi formal adalah demokrasi sebagai teori, sedangkan demokrasi materil adalah 

demokrasi yang dalam praktiknya dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yaitu kemerdekaan dan 

persamaan, juga sosial dan ekonomi. Demokrasi mencegah kekuasaan mutlak Pemerintah 

pusat dan menjamin desentralisasi Pemerintahan ke tingkat regional dan lokal. 

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diperbolehkan 

ditetapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya berguna bagi kepentingan penguasa. Hal ini 
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bertentangan dengan prinsip demokrasi, karena hukum tidak dimaksudkan hanya untuk 

menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan 

keadilan bagi semua orang sehingga negara hukum yang dikembangkan bukan absolute 

rechtsstaat, tetapi democratische rechtsstaat.8 Hal ini berarti bahwa pada tingkat terakhir 

rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupan mereka, 

termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara yang turut menentukan kehidupan mereka 

tersebut.9 Demokrasi terbagi menjadi 2 (dua), yaitu : 

1) Demokrasi Langsung 

Demokrasi langsung adalah proses demokrasi dimana semua elemen masyarakat ikut 

dalam permusyawaratan untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan undang-

undang tanpa perwakilan, perantara atau majelis parlemen. Jika Pemerintah harus 

mengesahkan undang-undang atau kebijakan tertentu, peraturan tersebut ditentukan 

oleh rakyat. Mereka memberikan suara pada suatu masalah dan menentukan nasib 

negara mereka sendiri. 

2) Demokrasi Tidak Langsung 

Demokrasi tidak langsung adalah proses demokrasi dimana kebijakan umum atau 

undang-undang dirumuskan dan diputuskan oleh lembaga perwakilan rakyat yang 

dipilih oleh rakyat, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat. Demokrasi ini adalah bentuk 

demokrasi yang  paling umum ditemukan di seluruh dunia. Sebagian besar negara yang 

menganut demokrasi tidak langsung menganggap diri mereka sebagai negara 

demokrasi liberal. Hal ini disebabkan karena mereka lebih menghargai kebutuhan 

 
8 Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah 

Konstitusi, 2008), hlm. 532. 
9 Deliar Noer, Pengantar ke Pemikiran Politik, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hlm. 207. 
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warga negara mereka daripada kebutuhan seluruh negara. Kondisi tersebut yang 

menjadi penyebab mengapa di negara-negara seperti India dan Amerika Serikat, sulit 

untuk menyatakan keadaan darurat. 

Prinsip demokrasi juga mendukung perekonomian dengan membuka akses 

informasi seluas-luasnya bagi setiap individu, contohnya pembeli dan penjual di pasar akan 

memiliki informasi yang sama mengenai barang dan jasa sehingga kegiatan ekonomi bisa 

berjalan lebih efisien. Demokrasi mencakup dimensi ekonomi dengan sistem yang dapat 

menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi dan dapat memperkecil kesenjangan sosial dan 

ekonomi terutama dalam mengatasi ketidakmerataan distribusi kekayaan di kalangan 

warga negaranya sehingga melahirkan konsep negara hukum welfare state (negara 

kesejahteraan).  

Indonesia sebagai negara kesejahteraan dapat dilihat dari Pembukaan UUD 1945 

Alinea IV, dimana tujuan negara Indonesia adalah : 

1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; 

2) Memajukan kesejahteraan umum; 

3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; 

4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial. 

Selain itu beberapa Pasal dalam UUD 1945 juga mencerminkan nilai dasar dari negara 

kesejahteraan, seperti Pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Pasal 28A “Setiap orang berhak untuk hidup 
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serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, demikian pula pada Pasal 28B, 

28C, 28H, 31, 33 dan 24.10  

Konsep welfare state yang berkaitan dengan kewajiban Pemerintah dalam 

mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan pembangunan nasional, dengan 

didukung oleh instrumen hukum. Konsep ini merupakan ciri khas dari suatu Pemerintahan 

atau negara hukum modern dimana terdapat pengakuan dan penerimaan terhadap peranan 

administrasi negara sebagai kekuatan yang aktif dalam rangka membentuk dan 

menciptakan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan, bukan saja menjaga keamanan 

semata-mata tetapi secara aktif turut serta dalam urusan kemasyarakatan dan kesejahteraan 

rakyat. Adapun yang menjadi ciri-ciri pokok dari suatu welfare state adalah sebagai    

berikut :11 

1) Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politica dipandang tidak prinspil lagi. 

Pertimbangan-pertimbangan efisiensi kerja lebih penting daripada pertimbangan-

pertimbangan dari sudut politis, sehingga peranan dari organ-organ eksekutif lebih 

penting daripada organ legislatif;  

2) Peranan negara tidak terbatas pada penjaga keamanan dan ketertiban saja, akan tetapi 

negara secara aktif berperanan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat di bidang-

bidang sosial, ekonomi dan budaya, sehingga perencanaan merupakan alat yang 

penting dalam welfare state;  

3) Welfare state merupakan negara hukum materiil yang mementingkan keadilan sosial 

dan bukan persamaan formil;  

 
10 Oman Sukmana, Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State), Malang: Jurnal Sospol, Vol. 2 No. 1 Juli-Desember 

2016, hlm. 104. 
11 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penerbit 

Universitas Indonesia, 1975), hlm. 54-55. 
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4) Hak milik tidak lagi dianggap sebagai hak yang mutlak, akan tetapi dipandang 

mempunyai fungsi sosial, yang berarti ada batas-batas dalam kebebasan 

penggunaannya; dan  

5) Adanya kecenderungan bahwa peranan hukum publik semakin penting dan semakin 

mendesak peranan hukum perdata. Hal ini disebabkan karena semakin luasnya peranan 

negara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.  

Terdapat 3 (tiga) prinsip utama dalam konsep negara kesejahteraan, yakni : 

1) Kesetaraan kesempatan 

Warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mengenyam pendidikan dan 

memperoleh pekerjaan yang layak. Hal ini termasuk pemerolehan pendapatan yang 

sesuai dengan pekerjaannya. 

2) Distribusi kekayaan yang merata 

Konsep negara kesejahteraan bertujuan untuk menyejahterakan warga negaranya. 

Oleh karena itu pendistribusian kekayaan secara merata, khususnya kepada 

masyarakat yang membutuhkan menjadi salah satu prinsip welfare state. Contohnya 

ialah pembagian jaminan sosial untuk pengangguran. 

3) Tanggung jawab publik 

Artinya masyarakat bertanggung jawab atas hak atau kesejahteraan yang telah 

didapatkan dan memanfaatkannya dengan baik. 

Dalam negara kesejahteraan, tugas negara dalam menyelesaikan kepentingan 

umum menjadi sangat luas yang memungkinkan terjadinya pelanggaran kepentingan 

rakyat oleh perangkat negara menjadi sangat besar. Untuk melaksanakan semua tugas 

tersebut, maka administrasi negara memerlukan kemerdekaan, yaitu kemerdekaan untuk 
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dapat bertindak atas inisiatif sendiri terutama dalam penyelesaian persoalan-persoalan 

genting yang timbul secara mendadak dan peraturan penyelesaiannya belum ada, yang 

belum dibuat oleh badan-badan kenegaraan yang mempunyai fungsi legilatif. Dalam hal 

tersebut administrasi negara dipaksa untuk bertindak cepat, tidak dapat menunggu perintah 

dari badan-badan kenegaraan yang diserahi fungsi legislatif.12 

Negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebagai negara welfare state yang 

mempunyai fungsi sebagai berikut :13 

1) Tugas keamanan, pertahanan dan ketetertiban 

Negara harus mempertahankan apabila ada serangan dari luar dan rongrongan atau 

pemberontakan dari dalam, pencegahan terhadap pencurian kekayaan di lautan serta 

kekayaan alam lainnya, baik di laut maupun di udara, pelanggaran wilayah oleh 

angkatan perang asing dan sebagainya. Termasuk juga dalam perlindungan terhadap 

kehidupan, hak milik dan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang akan diatur 

dalam peraturan perundang-undangan. 

2) Tugas kesejahteraan 

Tugas ini pun dalam arti seluas-luasnya, termasuk social service dan social welfare, 

seperti bantuan bencana alam, kemiskinan, pengangguran, penentuan upah minimum, 

bantuan kesehatan, panti asuhan dan lain-lain. Yang jelas seluruh kegiatan yang 

ditujukan terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta keadilan sosial bagi seluruh 

bangsa Indonesia. 

 

 
12 E. Utrech, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 23. 
13 Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara, (Yogyakarta: Pustaka 

Yustisia, 2016), hlm. 6-7. 
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3) Tugas pendidikan 

Tugas ini harus ditafsirkan dalam arti seluas-luasnya. Termasuk dalam fungsinya 

dalam tugas penerangan umum, nation and character building, peningkatan 

kebudayaan, dan lain-lain. 

4) Tugas untuk mewujudkan ketertiban serta kesejahteraan dunia 

Hal tersebut diartikan dalam arti yang luas juga. Dalam politik bebas aktif, negara 

Indonesia ikut menciptakan kedamaian yang kekal dan abadi bagi kehidupan manusia 

pada umumnya. 

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat maka salah satu kegiatan yang 

dilakukan Pemerintah adalah pembangunan yang bersifat fisik yang memerlukan lahan 

tanah. Setiap kegiatan pembangunan selalu memerlukan tanah, contohnya pembuatan jalan 

raya, pelabuhan, bangunan untuk industri, pertambangan, perumahan serta kesehatan yang 

dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat. Manusia di dalam kehidupan sehari-harinya 

selalu membutuhkan tanah untuk tempat berlindung dan melanjutkan kehidupannya. 

Semakin banyak bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan tanah semakin 

meningkat, tidak hanya sebagai tempat berlindung dan menjalankan kehidupannya tetapi 

juga berguna sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman bank, obyek jual beli, sewa 

menyewa, dan transaksi lainnya yang berguna bagi kesejahteraan perekonomian 

masyarakat. Tanah sebagai suatu sumber kehidupan  merupakan karunia dari Tuhan Yang 

Maha Esa kepada umat manusia yang dijadikan kebutuhan dasar manusia sejak lahir 

sampai meninggal dunia. Hal tersebut dapat tercermin dalam sikap bangsa Indonesia yang 
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memberikan penghormatan kepada kata tanah, seperti kata lain untuk sebutan negara 

adalah tanah air, tanah tumpah darah, dan tanah pusaka.14  

Peranan Pemerintah atas tanah dalam rangka pembangunan sangat penting 

sehingga Pemerintah harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan benar. Sebab, 

pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah pada dasarnya untuk kemakmuran rakyat. 

Dalam memecahkan berbagai permasalahan terkait tanah Pemerintah bukan saja harus 

mengindahkan prinsip-prinsip hukum melainkan juga harus memperhatikan kesejahteraan 

sosial, asas ketertiban dan asas kemanusiaan agar permasalahan pertanahan yang dihadapi 

tidak berkembang menjadi keresahan yang mengganggu stabilitas masyarakat. Untuk 

memperoleh tanah, peranan Pemerintah sangat diperlukan karena terkadang tanah yang 

akan dipergunakan untuk mendirikan atau membangun suatu bangunan adalah milik 

rakyat, sehingga untuk memperolehnya harus melalui Pemerintah yaitu dengan cara 

pencabutan tanah dan pembebasan hak atas tanah. Demikian pentingnya kegunaan tanah 

dalam rangka pembangunan sehingga mungkin pihak-pihak yang terkait dalam hak-haknya 

atas tanah dapat menjadi korban dari para oknum yang tidak bertanggung jawab dengan 

kedok pembebasan tanah dalam rangka pembangunan. Pencabutan hak atas tanah untuk 

kepentingan umum merupakan cara terakhir untuk memperoleh tanah yang sangat 

dibutuhkan guna keperluan tertentu untuk kepentingan umum. Apabila dibutuhkan 

pencabutan hak demi kepentingan umum maka hendaklah dilakukan dengan hati-hati 

dengan cara yang adil dan bijaksana, karena dalam suasana pembangunan saat ini masalah 

tanah memiliki peran penting sebagai potensi yang besar dalam menunjang pembangunan 

nasional di segala bidang.  

 
14 Bernhard Limbong, Konflik Pertanahan, (Jakarta: Pustaka Margaretha, 2012), hlm. 1-2. 
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Sebelumnya hukum tanah di Indonesia bersifat “dualistik” yaitu dipengaruhi oleh 

hukum eropa dan hukum adat maka tanah-tanah yang dikuasai oleh hukum eropa disebut 

tanah hak barat (tanah hak eigendom, tanah hak erpacht, tanah hak opstal), sedangkan 

tanah-tanah yang dikuasai oleh hukum adat disebut tanah adat (tanah ulayat, tanah yasan, 

tanah usaha, tanah golongan). Kedua hukum tanah tersebut di atas memiliki kelemahan 

karena tidak tertulis sehingga masyarakat terutama Pemerintah serta aparat penegak hukum 

kesulitan dalam memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanahnya.  

   Menyadari kesulitan kepastian hukum serta nilai dan arti penting tanah, para 

pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merumuskan tentang tanah dan 

sumber daya alam secara ringkas tetapi sangat filosofis substansial di dalam Konstitusi 

yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yaitu : “Bumi dan air dan kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat.” UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) tersebut di atas dilaksanakan dengan 

terbentuknya Undang-Undang yang mengatur tentang pertanahan yaitu Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya 

akan disebut UUPA), keberlakuan UUPA dimulai sejak tanggal 24 September 1960. Sudah 

lama dicita-citakan oleh Pemerintah untuk merombak seluruh sistem dan filosofi agraria di 

Indonesia.15 Kesadaran akan kedudukan istimewa tanah dalam alam pikiran bangsa 

Indonesia juga terungkap dalam UUPA yang menyatakan adanya hubungan abadi antara 

bangsa Indonesia dengan tanah. Hukum agraria yang terdapat dalam UUPA merupakan 

hukum pertanahan nasional yang bertujuan untuk :16 

 
15 A.P. Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 1. 
16 Indonesia, Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960, TLN 

No. 2043. Penjelasan Umum Alinea 5). 



 

 15 

1) Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan 

merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara 

dan rakyat terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur; 

2) Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum 

pertanahan; 

3) Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas 

tanah bagi rakyat seluruhnya. 

Dengan diundangkannya UUPA, bangsa Indonesia telah mempunyai hukum agraria yang 

sifatnya nasional. Hukum agraria nasional harus memberi kemungkinan akan tercapainya 

fungsi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia yang harus sesuai dengan kepentingan rakyat 

dan negara, serta memenuhi keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala hal 

terkait agraria. 

Pada penjelasan umum UUPA, dinyatakan bahwa negara (Pemerintah) hanya  

menguasai tanah. Pengertian tanah “dikuasai” bukan berarti “dimiliki”, tetapi kewenangan 

tertentu yang diberikan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan yang jelas tercantum 

pada UUPA Pasal 2 ayat (2). Dengan ketentuan tersebut Pemerintah telah diberi 

kewenangan yuridis untuk membuat aturan dan peraturan (bestemming) dalam lapangan 

agraria berupa tanah, serta menyelenggarakan aturan tersebut (execution) yang 

menyangkut subyek, obyek, dan hubungan hukum antara subyek dan obyek tersebut 

sepanjang mengenai sumber daya agraria.17 Pengaturan dalam hal hubungan-hubungan 

hukum terutama dalam pemberian atau penetapan hak-hak atas tanah jelas telah merupakan 

 
17 Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 1. 
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wewenang negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah (untuk saat ini pengemban 

wewenang tersebut adalah Badan Pertanahan Nasional) dengan prosedur yang ditentukan 

dalam peraturan perundangan.18  

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara sangatlah penting, karena 

Pemerintah baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar kewenangan yang dimilikinya. 

Artinya keabsahan tindakan Pemerintah didasarkan pada kewenangan yang diatur dalam 

peraturan perundang-undang (legislative beginselen).19 S.F. Marbun membedakan antara 

kewenangan (authority) dengan wewenang (competence). Kewenangan merupakan 

kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan 

terhadap suatu bidang Pemerintahan secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif 

maupun kekuasaan Pemerintah, sedangkan wewenang hanya merupakan satu bagian dari 

seperangkat kewenangan.20 Sumber wewenang adalah asas legalitas yang merupakan sendi 

utama dalam penyelenggaraan wewenang Pemerintahan, asas legalitas menggariskan 

bahwa sumber wewenang Pemerintahan dalam menjalankan Pemerintahan berasal dari 

peraturan perundang-undangan. Terdapat 3 (tiga) komponen pokok yang mendasari 

wewenang, yaitu : 

1) Pengaruh 

Penggunaan wewenang dimaksudkan guna mengendalikan perilaku subyek hukum. 

2) Dasar Hukum 

Wewenang itu harus bersumber dan berdasar pada hukum yang berlaku. 

3) Konformitas Hukum 

 
18 Ibid, hlm. 3. 
19 Sadjijono, Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011), hlm. 25. 
20 S.F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 154. 
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Adanya standar wewenang, baik standar khusus atau standar umum. 

Wewenang Pemerintah bersifat expressimplied, memiliki maksud dan tujuan yang 

jelas serta terikat pada waktu tertentu dan tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan 

hukum yang tidak tertulis. Hukum tanah nasional yang ketentuan pokoknya dirumuskan di 

dalam UUPA merupakan dasar dan landasan hukum untuk memiliki dan menguasai tanah 

oleh perorangan dan badan hukum dalam rangka memenuhi keperluannya untuk berbisnis 

maupun pembangunan yang tunggal tersusun dalam suatu sistem berdasarkan alam 

pemikiran hukum adat mengenai hubungan hukum antara masyarakat hukum adat tertentu 

dengan tanah ulayatnya. Hukum adat yang oleh UUPA dijadikan sebagai dasar hukum 

tanah internasional adalah hukum aslinya golongan pribumi. Boedi Harsono menjelaskan 

bahwa yang dimaksudkan UUPA dengan hukum adat adalah hukum aslinya golongan 

pribumi, merupakan hukum suatu hukum tidak tertulis dan mengandung unsur-unsur 

nasional yang asli, memiliki sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan berasaskan 

keseimbangan serta diliputi oleh suasana keagamaan. Konsep hukum adat bersifat 

komunalistik religius memungkinkan penguasaan bagian-bagian tanah bersama sebagai 

karunia Tuhan Yang Maha Esa oleh para warga negara secara individual, dengan hak-hak 

atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan.21 UUPA 

sebagai dasar pengaturan hukum pertanahan telah mengatur mengenai hak-hak terkait 

dengan tanah memuat beberapa tingkatan hak penguasaan atas tanah, yaitu : 

1) Hak Bangsa Indonesia 

Keberadaan hak-hak perorangan terhadap tanah selalu bersumber pada hak bangsa 

Indonesia atas tanah yaitu UUPA Pasal 1 ayat (1). Masing-masing hak penguasaan atas 

 
21 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan, Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 

206.  
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tanah dalam hukum tanah nasional meliputi hak bangsa Indonesia atas tanah yaitu 

tercantum pada UUPA Pasal 1 ayat (1) dan hak menguasai negara yang tercantum pada 

UUPA Pasal 2 ayat (1) dan (2), serta hak-hak perorangan atas tanah yang terdiri dari 

hak-hak atas tanah serta hak jaminan atas tanah. Penggunaan tanah tersebut harus 

disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari haknya, hingga memberikan manfaat 

yang dinilai baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun 

bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara.22 Hak bangsa Indonesia memiliki 2 (dua) 

unsur, yaitu : 

a. Unsur kepunyaan, berarti subyek atas hak bangsa Indonesia ada pada seluruh 

rakyat Indonesia dan meliputi seluruh rakyat Indonesia. 

b. Tugas kewenangan, berarti untuk mengatur penguasaan dan memimpin 

pengurusan tanah dilaksanakan oleh negara. 

2) Hak Menguasai Negara 

Kewenangan Pemerintah untuk melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

didasarkan pada asas bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial sebagaimana 

diatur dalam Pasal 6 UUPA yang menentukan “semua hak atas tanah berfungsi sosial”, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa di dalam hak milik seseorang itu terkandung hak 

dari masyarakat. Beberapa hal yang tampak sebagai sifat dan fungsi sosial hak milik 

atas tanah yang dimaksudkan sebagai penegasan pokok pembatasan kebebasan 

individu tercermin pada Pasal 6 UUPA tersebut. Sifat fungsi sosial atas tanah, yaitu :23 

 
22 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak-Hak atas Tanah, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 25. 
23 Yusriadi, Industrialisasi & Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah, (Yogyakarta: Genta Publising, 2010), hlm. 32.  



 

 19 

a. Penggunaan tanah harus sesuai dengan keadaan tanahnya, sifat dan tujuan 

pemberian haknya sehingga menurut UUPA, tanah yang diterlantarkan adalah 

bertentangan dengan fungsi sosial; 

b. Penggunaan tanah harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Pemerintah; 

c. Jika kepentingan umum menghendaki didesaknya kepentingan individu sehingga 

mengalami kerugian maka kepadanya harus diberikan ganti kerugian; 

d. Tanah bukan barang komoditi perdagangan sehingga tidak dibenarkan 

menjadikan tanah sebagai objek spekulasi. 

3) Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat 

Menurut Boedi Harsono, hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban 

suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam 

lingkungan wilayahnya. Subyeknya adalah masyarakat hukum adat baik yang bersifat 

teritorial (warganya tinggal di wilayah yang sama) maupun yang bersifat genealogik 

(warganya terikat dengan hubungan darah). Hak ulayat diatur dalam UUPA Pasal 3. 

4) Hak-hak Perorangan/Individual 

a. Hak-hak perorangan/individual terbagi menjadi: 

• Hak atas tanah primer yang merupakan hak atas tanah yang diberikan oleh 

negara, contohnya hak milik, hak guna usaha, hak bangunan, dan hak pakai. 

• Hak atas tanah sekunder yang merupakan hak atas tanah yang bersumber dari 

pihak lain, contohnya hak guna bangunan, hak gadai, hak usaha bagi hasil, 

hak menumpang, hak sewa, hak pakai, hak membuka tanah, hak memungut 

hasil hutan, dan hak lain yang ditetapkan dalam UUPA Pasal 53 yang bersifat 

sementara. 
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b. Tanah Wakaf 

Tanah wakaf adalah tanah hak milik yang sudah diwakafkan. Menurut Boedi Harsono, 

pewakafan tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum yang suci, mulia dan 

terpuji yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dengan memisahkan 

sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya 

untuk selama-lamanya menjadi wakaf sosial. Wakaf sosial adalah wakaf yang 

diperuntukkan bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai 

dengan ajaran agama Islam. Dasar hukum dari perwakafan tanah hak milik dapat 

ditemukan pada UUPA Pasal 49 ayat (3). 

c. Hak Jaminan (Hak Tanggungan) 

UUPA dalam rangka mengantisipasi perkembangan dunia usaha yang berkaitan 

dengan tanah juga mengatur tentang hak tanggungan. Hak atas tanah yang dapat 

dibebani hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan 

sesuai dengan ketentuan UUPA Pasal 25, 33 dan 39.  

Hak-hak atas tanah ini memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk 

mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang 

yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan 

dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan 

hukum lain yang lebih tinggi. 

Hak kepemilikan atas tanah sangat penting bagi negara, bangsa dan rakyat 

Indonesia sebagai suatu negara yang sedang melakukan pemulihan pembangunan akibat 

Pandemi Covid-19. Tanah yang merupakan kebutuhan pokok bagi manusia akan 

berhadapan dengan berbagai hal seperti keterbatasan tanah baik dalam jumlah maupun 
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kualitas dibanding dengan kebutuhan yang harus dipenuhi, yang mana hal tersebut sering 

menjadi bahan sengketa terutama dalam hal kepemilikan. Permasalahan tanah menyangkut 

pula nilai-nilai kehidupan manusia, yang bukan tidak mungkin akan menimbulkan 

pertentangan antar kepentingan pada tiap-tiap orang yang menguasai tanah yang berarti 

dapat menimbulkan sengketa yang berkepanjangan.  

Salah satu cara yang digunakan untuk mendapatkan hak milik atas tanah saat ini 

yaitu dengan melakukan transaksi jual beli. Transaksi jual beli adalah salah satu cara untuk 

memperoleh dan memiliki hak milik atas tanah. Dalam melakukan proses transaksi jual 

beli hak milik atas tanah, sebelum terpenuhinya syarat terang dan lunasnya suatu 

pembayaran terhadap pembelian suatu objek hak milik atas tanah, maka para pihak dalam 

hal ini pihak penjual dan pihak pembeli melakukan suatu perbuatan hukum dengan 

membuat suatu perjanjian jual beli hak milik atas tanah dihadapan pejabat yang berwenang 

dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT). Dengan 

dibuat dihadapan PPAT, maka para pihak dalam membuat perjanjian jual beli akan 

mendapatkan bantuan dalam merumuskan hal-hal yang akan diperjanjikan. 

Pemindahan hak atas tanah dengan tujuan untuk didaftarkan atau dimohonkan hak 

atas tanahnya ke Kantor Pertanahan harus dibuat oleh dan dihadapan PPAT. Permohonan 

hak berkaitan dengan pendaftaran tanah, UUPA melalui hak menguasai negara dan fungsi 

sosial tanahnya yang individual komunalistik religius selain bertujuan melindungi tanah 

dan mengatur hubungan hukum hak atas tanah juga bertujuan memberikan perlindungan 

hukum kepada pemegang hak atas tanah. Hal itu, antara lain dengan mewajibkan kepada 

Pemerintah melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dan 

menyerahkan sertipikat hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat kepada 
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pemegang haknya. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam Pasal 1 butir (1) 

tentang Pendaftaran Tanah menyatakan :  

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara 

terus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan 

penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar 

mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat 

tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas 

satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.  

 

Tujuan pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, menyediakan informasi 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan terselenggaranya tertib administrasi 

pertanahan. Jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah 

ini meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subyek hak dan kepastian obyek 

hak.24 

Boedi  Harsono  berpendapat  bahwa  pendaftaran  tanah  merupakan  suatu  

rangkaian kegiatan yang dilakukan secara teratur dan terus menerus untuk mengumpulkan, 

mengolah, menyimpan dan menyajikan data tertentu mengenai bidang-bidang atau tanah-

tanah tertentu yang ada di suatu wilayah tertentu dengan tujuan tertentu.25 Sertipikat hak 

atas tanah adalah hasil akhir proses pendaftaran tanah yang berisi data fisik berupa 

keterangan tentang letak, batas, luas bidang tanah serta bagian bangunan yang ada di 

atasnya bila dianggap perlu berikut data yuridis berupa keterangan tentang status tanah dan 

bangunan yang didaftar, pemegang hak atas tanah dan hak-hak pihak lain beserta beban-

beban yang ada dia atasnya. Kepemilikan sertipikat harusnya sudah dapat dijadikan suatu 

 
24 Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.278.  
25 Hasan Wargakusumah, Hukum Agraria 1, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 80. 
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kepastian hukum yang berkenaan dengan jenis hak atas tanah, subjek dan objek haknya 

yang bersifat nyata. Suatu kepemilikan atas sertipikat hak milik atas tanah merupakan tanda 

bukti hak terkuat yang berarti harus dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya di 

pengadilan dengan alat bukti yang lain. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah 

yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, dan diatur dalam UUPA Pasal 19 ayat 

(2). Sertipikat sebagai surat bukti tanda hak diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak 

yang bersangkutan sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis 

yang telah di daftar dalam buku tanah.26 Jadi dengan kata lain sertipikat atas tanah 

merupakan suatu upaya hukum dalam mewujudkan kepastian terhadap hak-hak atas tanah 

yang dilaksanakan dengan cara penerbitan suatu dokumen yang mempunyai kekuatan 

hukum yang sempurna. 

Sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan berdasarkan pada akta jual beli yang 

dibuat melalui prosedur yang ketat dengan tujuan agar dapat dijamin atas kebenaran data-

data mengenai tanah yang dicatatkan didalamnya. Oleh sebab itu penerbitan sertipikat hak 

milik atas tanah yang dibuat berdasarkan akta jual beli sebelum diterbitkan harus didahului 

dengan pengumuman selama 30 (tiga puluh) hari untuk pendaftaran secara sistematik dan 

60 (enam puluh) hari untuk pendaftaran tanah secara sporadis sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 26 ayat 

(1), yang bertujuan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak tertentu mengajukan 

keberatan sebelum sertipikat hak milik tersebut diterbitkan sehingga bila sudah diterbitkan 

sertipikat tersebut berkekuatan hukum yang mengikat sebagimana suatu undang-undang 

yang telah disahkan oleh Pemerintah ketika telah diumumkan dalam lembaran negara. 

 
26 A.P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 32. 
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Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut BPN) adalah instansi Pemerintah yang 

bertugas mengeluarkan sertipikat hak milik atas tanah dan turut bertanggung jawab apabila 

terdapat kesalahan dalam menerbitkan suatu sertipikat. Oleh sebab itu maka sertipikat hak 

atas tanah merupakan suatu keputusan Pemerintah yang bersifat konkret dan individual, 

yang merupakan pengakuan hak atas tanah bagi pemegang hak tersebut. 

  Secara yuridis normatif, sertipikat merupakan suatu tanda bukti hak. Oleh sebab 

itu, sangat berguna dan berfungsi sebagai suatu “alat bukti”. Alat bukti yang menyatakan 

bahwa suatu bidang tanah telah diadministrasikan oleh negara maka akan diberikan suatu 

bukti kepada orang yang mengadministrasikannya. Bila terjadi sengketa terhadap tanah 

tersebut, maka pemilik sertipikat tanah yang dapat membuktikan bahwa tanah tersebut 

miliknya. Surat tanda bukti hak atau sertipikat tanah berfungsi menciptakan tertib hukum 

pertanahan dengan cara membantu mengaktifkan kegiatan perekonomian rakyat, 

contohnya bila sertipikat tersebut digunakan sebagai jaminan. Sebab yang namanya 

sertipikat hak adalah tanda bukti atas tanah yang telah terdaftar oleh badan resmi yang sah 

dilakukan oleh negara atas dasar undang-undang.27 

 Dengan pengeluaran sertipikat maka menandakan adanya pendaftaran tanah yang 

telah dilakukan. Akan tetapi, dalam prakteknya penerbitan sertipikat tanah masih dapat 

dipertanyakan efektifitasnya dalam memberikan suatu perlindungan serta kepastian 

hukum. Apakah suatu sertipikat dapat melindungi hak dari pemiliknya atau tanah itu 

sendiri atau hanya sebagai suatu bukti fisik saja? Dalam menjamin suatu kepastian hukum 

dalam bidang penguasaan dan pemilikan tanah maka faktor kepastian letak serta batas tiap-

tiap bidang tanah tidak dapat diabaikan. Banyak sekali sengketa tanah yang timbul dari 

 
27 Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, (Jakarta: Mandar Maju, 2012), hlm. 28. 
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kesalahan atas letak dan batas bidang-bidang yang tidak sesuai. Oleh sebab itu masalah 

pengukuran, pemetaan, penyediaan peta berskala besar untuk keperluan penyelenggaraan 

pendaftaran tanah adalah suatu hal yang tidak dapat diabaikan yang menjadi suatu bagian 

penting, tidak hanya dalam rangka pengumpulan data penguasaan tanah melainkan juga 

dalam pengajian data pengusahaan atau pemilikan tanah serta penyimpanan data tersebut.  

Dalam kenyataannya di kehidupan sehari-hari masih terdapat banyak perbuatan 

hukum pemindahan hak dengan status tanah yang belum jelas sehingga memunculkan rasa 

ketidakamanan bagi pemegang sertipikat karena perorangan atau badan hukum yang 

haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Timbulnya permasalahan 

gugatan terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah oleh pihak lain yang merasa 

berkepentingan berasal dari pendaftaran tanah sampai penerbitan sertipikat hak atas tanah 

yang kurang tertib dalam mengurus administrasinya. Hak atas tanah berikut sertipikat 

tersebut dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, 

yang berbunyi amar putusannya menyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum 

atau yang pada intinya sama dengan itu.  

Ketidakpastian hukum merupakan masalah utama di Indonesia. Ketidakpastian 

hukum merupakan masalah besar dan sistemik yang mencakup keseluruhan unsur 

masyarakat. Ketidakpastian hukum juga merupakan hambatan untuk mewujudkan 

perkembangan politik, sosial dan ekonomi yang stabil dan adil. Ketidakpastian ini banyak 

yang bersumber dari hukum tertulis yang umumnya tidak jelas dan kontradiktif satu sama 

lain. Selain itu, ketidakpastian dalam penerapan hukum oleh institusi Pemerintah maupun 

pengadilan. Yang menjadi garis bawah dari ketidakpastian hukum adalah lemahnya 

lembaga dan profesi hukum. Hal ini dapat dilihat dalam lingkungan peradilan dimana 
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hakim tidak menjaga konsistensi dalam putusan mereka.28 Benturan-benturan kepentingan 

yang mengakibatkan sengketa di bidang pertanahan dalam masyarakat akan berlangsung 

terus sejalan dengan frekuensi kebutuhan akan tanah dan pada umumnya konflik-konflik 

pertanahan yang sering terjadi adalah menyangkut kepastian hukum hak atas tanah. 

 Dengan latar belakang permasalahan di atas, maka hukum yang akan dibahas 

adalah mengenai Pembatalan Sertipikat Hak Milik pada kasus perkara Putusan Pengadilan 

Negeri Tangerang 893/Pdt.G/2018/PN.Tng. selaku tergugat Ir. Harianto Gunawan yang 

memiliki bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 697/Pondok Cabe Udik 

seluas 429 M2 yang diuraikan dalam gambar situasi Nomor 872/1976 tanggal 30 April 

1976 yang diterbitkan tanggal 30 April 1976 yang terletak di Kelurahan Pondok Cabe Udik, 

Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Berasal dari pemegang Hak Milik awal 

adalah Kwe Pet Pong berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 913/1965, pada tanggal 14 

Agustus 1965 yang dibuat oleh dan dihadapan M. Soekirno, Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) Camat Kecamatan Ciputat, yang dijual kepada Nyonya Zainab bin Wardi Saputra, 

dan kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 154/JB/Agr/1975, tanggal 5 Pebruari 

1975 yang dibuat oleh dan dihadapan Nawar Lita BA, Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) Camat Kecamatan Ciputat dijual kepada Ir. Harianto Gunawan harus kehilangan 

hak atas tanah yang sebelumnya telah dimiliki tergugat akibat pembatalan sertipikat 

kepemilikan tanah yang telah lama dimilikinya.  

Kepemilikan tanah tersebut beralih kepada pihak penggugat yaitu PT. Inclindo 

Sistim dengan status tanah Bekas Tanah Hak Milik Adat Girik C Persil Nomor 

21.D.II.Blok 010, Kohir Nomor C asal Nomor 530 yang diperoleh sejak tanggal 14 Agustus 

 
28 Elly Erawati dan Herlien Budiono, Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), hlm. v. 
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1965 sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 518/Aqr/1965 oleh dan diantara Oey Kim Hong 

selaku penjual dan Bambang selaku pembeli. Pada tanggal 27 Desember 2012 sebagaimana 

Akta Jual Beli Nomor 1639/Kec. Pamulang/2012 oleh dan diantara Bambang selaku 

penjual dan Sa’ad F.S selaku pembeli. Pada tanggal 30 Mei 2017 sebagaimana Akta 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 24 yang dibuat dihadapan Raden Yudi 

Hermawan, S.H., Mkn, Notaris di Kota Tangerang oleh dan diantara Sa’ad F.S selaku 

penjual dan penggugat selaku pembeli. Dalam perkara ini penggugat akan meneruskan 

pada Akta Jual Beli di kantor PPAT serta akan memproses permohonan sertipikat pada 

Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, dimana proses tersebut tidak dapat 

dilaksanakan dan telah terhalang akibat telah terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 697 

atas nama Ir. Harianto Gunawan terlebih dahulu diatas Bekas Tanah Hak Milik Adat persil 

Nomor 23.D.la, C.83 seb. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

Pasal 26 ayat (1) dinyatakan secara tegas bahwa terhadap bidang tanah yang sedang 

didaftarkan dilakukan pengumuman selama 60 (enam puluh) hari untuk memberikan 

kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan, pada Pasal 

32 ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal suatu bidang tanah telah diterbitkan sertipikat 

secara sah atas nama orang yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara 

nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa berkepentingan terhadap tanah yang 

bersangkutan tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 

(lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat tidak mengajukan keberatan kepada pemegang 

sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan 

mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat yang bersangkutan. Sedangkan 
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dalam sengketa tanah yang terjadi dalam penelitian ini, pihak lain yang berkepentingan 

baru melakukan gugatan setelah sekitar 45 (empat puluh lima) tahun berlalu sejak 

diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas nama Ir. Harianto Gunawan.  

Di Indonesia diterapkan sistem publikasi negatif yaitu pendaftaran tidak 

menjadikan seseorang yang memperoleh tanah dari pihak yang tidak berhak menjadi 

pemilik hak yang baru dengan kata lain sahnya suatu perbuatan hukum yang dipindahkan 

bukan berdasarkan pendaftaran haknya. Hal ini secara singkat memberikan gambaran suatu 

kondisi yang tidak menjamin kepastian hukum dalam kegiatan pendaftaran tanah yang 

menyebabkan banyak pihak mengharapkan agar Pemerintah mengganti kebijakan 

pendaftaran tanah ke sistem publikasi positif. Di dalam sistem publikasi negatif, negara 

tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Arie S. Hutagalung menyatakan bahwa 

UUPA menggunakan sistem campuran yaitu pada dasarnya sistem publikasi negatif tetapi 

diberi karakteristik positif. 29  

      Yang dimaksud dengan sistem publikasi positif dalam pendaftaran tanah yaitu apa 

yang terkandung di dalam buku tanah dan surat-surat tanda bukti hak yang dikeluarkan 

merupakan alat pembuktian yang mutlak, maka pihak ketiga yang memiliki bukti hak 

mendapatkan perlindungan yang mutlak walaupun bila di kemudian hari ternyata terdapat 

keterangan yang tidak benar yang tercantum di dalamnya. Banyaknya gugatan pembatalan 

sertipikat yang diajukan kepada pengadilan dan telah keluarnya putusan-putusan yang 

menetapkan bahwa suatu sertipikat hak atas tanah ditetapkan batal demi hukum membuat 

penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dengan tujuan agar dapat mengetahui apakah dalam 

proses penerbitan sertipikat sudah sesuai dengan syarat-syarat atau tata cara sebagaimana 

 
29 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 270. 
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diatur dan ditetapkan dalam UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah, sehingga mendapatkan pemahaman secara filosofis tentang 

sistem publikasi pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia. 

 

1.2. Rumusan masalah 

1.2.1. Bagaimana pengaturan mengenai pembatalan sertipikat tanah di Indonesia 

berdasarkan hukum Indonesia? 

1.2.2. Bagaimana pelaksanaan pengaturan tentang pembatalan sertipikat tanah  

berdasarkan studi kasus Putusan Perkara Nomor: 893/Pdt.G/2018/PN.Tng. di 

Kota  Tangerang Selatan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1) Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi alasan pengadilan 

mengeluarkan putusan berupa perintah untuk membatalkan sertipikat hak atas tanah. 

2) Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari pembatalan sertipikat hak atas 

tanah setelah dikeluarkannya surat keputusan pembatalan dari Badan Pertanahan 

Nasional. 

3) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum atas hak milik 

yang melekat pada sertipikat hak atas tanah terkait Putusan Perkara Nomor : 

893/Pdt.G/2018/PN.Tng. di Kota Tangerang Selatan. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu materi masukan serta manfaat dalam 

rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai prosedur pendaftaran tanah 

di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang 

sejenis.  

2) Manfaat Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah sumbangsih pemikiran bagi 

kepentingan pembangunan hukum nasional para pembacanya maupun masyarakat, 

khususnya bagi lembaga legislatif sebagai lembaga pembuat undang-undang, 

khususnya dalam bidang hukum pertanahan di Indonesia. 

 

1.5. Sistematika Penelitian 

BAB 1  PENDAHULUAN                                                                                                                   

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.   

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis menguraikan hasil kajian pustaka mengenai penelusuran literatur 

tekait dengan teori-teori, asas-asas tanah, prosedur perolehan hak atas tanah menurut 

ketentuan hukum yang berlaku dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah di 

Indonesia. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan secara singkat metode yang menjadi landasan 

penelitian, yaitu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik penentuan sampel, jenis 

dan sumber data. 

BAB IV ANALISIS 

Dalam bab ini penulis akan menganalisis permasalah hukum terhadap perlindungan hukum 

bagi pemegang sertipikat hak milik atas tanah yang berkaitan dengan sengketa yang terjadi. 

Dalam bab ini pokok permasalahan akan dijawab dan dikupas sesuai dengan analisa 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti 

dan memberikan saran setelah meneliti hasil pembahasan berdasarkan penulisan dari bab-

bab sebelumnya. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


